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PRAJURIT INDONESIA GUGUR DISERANG ISRAEL, SAATNYA INDONESIA KELUAR DARI BOP

Situasi terkini menunjukkan krisis kemanusiaan di Gaza
yang semakin parah, dengan total korban tewas mencapai
puluhan ribu dan ratusan ribu lainnya luka-luka sejak Okto-
ber 2023. Bahkan setelah gencatan senjata, korban masih
terus berjatuhan, sementara banyak jenazah belum dapat
dievakuasi akibat keterbatasan akses.

Di saat yang sama, eskalasi militer antara Iran, Israel,
dan Amerika Serikat terus meningkat melalui serangan lang-
sung maupun balasan rudal, disertai pengerahan pasukan
dan kerusakan infrastruktur strategis. Konflik ini juga me-
luas ke berbagai wilayah seperti Lebanon, Yaman, Irak, dan
kawasan Teluk, sehingga memperbesar dampak korban sipil
serta memicu kenaikan harga minyak dunia dan risiko gang-
guan jalur energi global.

Gugurnya tiga prajurit terbaik Indonesia dalam misi Uni-
ted Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) akibat se-
rangan entitas penjajah yahudi bukan sekadar tragedi mil-
iter biasa. Ini adalah tamparan keras yang menyingkap ha-
kikat pahit: keterlibatan Indonesia dalam operasi penjaga
perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa hanyalah ilusi kea-
manan dalam sistem yang rapuh dan penuh kepalsuan.

Entitas penjajah yahudi kembali menunjukkan wajah
aslinya sebagai entitas penjajah brutal yang tidak tunduk
pada hukum apa pun. Serangan terhadap pasukan penja-
ga perdamaian—yang secara resmi berada di bawah man-
dat PBB—membuktikan bahwa Israel tidak pernah meng-
hormati hukum internasional. Lebih dari itu, ini menegaskan
bahwa keberadaan pasukan PBB sama sekali tidak memiliki
daya cegah terhadap agresi Zionis.

Namun yang lebih memalukan adalah sikap Perserikat-
an Bangsa-Bangsa itu sendiri. Lembaga yang selama ini di-
agungkan sebagai penjaga perdamaian dunia justru gagal
melindungi pasukannya sendiri. Tidak ada tindakan tegas,
tidak ada sanksi nyata. Semua ini memperlihatkan bahwa
PBB hanyalah alat politik negara-negara besar.

Di balik semua ini berdiri Amerika Serikat sebagai pelin-
dung utama Israel. Dukungan politik, militer, dan diplomatik
yang terus mengalir menjadikan Israel kebal dari hukuman.

Dunia menyaksikan bagaimana kejahatan demi kejahatan
dibiarkan tanpa konsekuensi. Ini bukan sekadar kegagalan
sistem, tetapi bukti nyata adanya standar ganda dan keza-
liman global yang terstruktur.

Dalam kondisi seperti ini, kehadiran Indonesia dalam
misi PBB demikian juga BOP, bukan hanya tidak bermanfaat,
tetapi justru memperkuat legitimasi sistem yang zalim. Fak-
ta bahwa pasukan Indonesia tetap menjadi korban menun-
jukkan bahwa keikutsertaan dalam misi ini tidak membe-
ri perlindungan, tidak memberi pengaruh, dan tidak meng-
hentikan agresi.

Karena itu, sudah saatnya Indonesia mengambil lang-
kah tegas dan berani: keluar dari operasi penjaga perdamai-
an PBB. Termasuk keluar dari Board of Peace, yang menjadi
alat politik Trump. Indonesia tidak boleh terus menjadi ba-
gian dari mekanisme global yang gagal melindungi bahkan
pasukannya sendiri. Lebih dari itu, Indonesia harus menge-
cam keras entitas yahudi sebagai pelaku kejahatan genosida
, sekaligus mengecam Amerika Serikat sebagai pihak yang
memungkinkan kejahatan itu terus terjadi.

Sebagai negeri yang berdiri di atas prinsip anti-penja-
jahan, Indonesia seharusnya tidak terjebak dalam sistem in-
ternasional yang justru melanggengkan penjajahan. Trage-
di ini menjadi bukti bahwa tanpa kekuatan politik dan mil-
iter yang mandiri, negeri-negeri Muslim akan terus menja-
di korban.

Sudah saatnya umat Islam bersatu dalam satu kepe-
mimpinan politik yang kuat dan independen, yang tidak
tunduk pada tekanan Barat dan tidak bergantung pada
lembaga seperti PBB. Kepemimpinan yang mampu me-
lindungi darah kaum Muslim, menjaga kehormatan ne-
geri-negeri Islam, dan menghadapi agresi dengan keku-
atan nyata. Kepemimpinan di bawah naungan Khilafah ala
Minhajinnubuwah. Ini bukan lagi soal diplomasi. Ini soal
keberanian mengambil posisi. Saatnya Indonesia keluar
dariilusi, dan berdiri di barisan perjuangan melawan keza-
liman global Bersatu bersama negeri-negeri islam lainnya.
Allahu Akbar.

Rasulullah saw. pernah berdoa:
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Ya Allah, siapa saja yang mengurusi suatu urusan umatku, lalu ia mempersulit/menyusahkan mereka,
maka persulitlah/susahkanlah dia. Sebaliknya, siapa saja yang mengurusi suatu urusan umatku, lalu ia
berlaku baik kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan baik. (HR Muslim). []
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PENGUASA HARAM
MENYUSAHKAN RAKYATNYA

ari ini kondisi fiskal ne-

gara sedang berat. Te-

kanan global juga me-
ningkat akibat gejolak energi,
konflik kawasan Teluk dan pe-
lemahan perdagangan dunia.
Pada saat bersamaan, daya beli
rakyat turun. Nilai tukar rupiah
terhadap dolar makin melemah.
Biaya produksi naik. Gelombang
PHK juga terus meluas di berba-
gai sektor industri.

Ironisnya, rakyat bukan
hanya telah lama dibebani de-
ngan aneka pajak. Mereka juga
harus saling menanggung ke-
butuhan hidup melalui berba-
gai skema. Di antaranya melalui
BPJS.

Lalu, di tengah tekanan
ekonomi yang makin terasa, rak-
yat kembali mendengar renca-
na baru Pemerintah: pemben-
tukan Lembaga Pengelola Dana
Umat (LPDU). Menteri Agama
menyebut potensi dana umat di
Indonesia dapat mencapai Rp
1.000 triliun per tahun. Potensi

sebesar itu berasal dari zakat,
infak, sedekah, wakaf, fidyah,
kafarah, serta dana haji dan
umrah (https://www.ntvnews.
id/news/0195570/pemerintah-
akan-bentuk-lpdu-target-him-
pun-rp1000-t-dana-umat).
Gagasan ini terdengar
mulia: menghimpun dana umat
untuk membantu Pemerin-
tah dalam pengentasan kemis-
kinan. Akan tetapi, persoalan
mendasarnya, mengapa nega-
ra justru semakin bergantung
pada dana rakyatnya untuk
menjalankan kewajibannya?!

Rakyat Sudah Banyak Diperas
Selain lewat aneka pajak,
rakyat sesungguhnya telah di-
peras sejak lama oleh negara.
Tidak lain lewat “perampasan”
sumber daya alam (SDA)—
yang notabene milik rakyat—
oleh negara yang kemudian di-
berikan kepada pihak swas-
ta/asing. Potensi pendapatan
dari SDA sendiri bisa mencapai

ribuan triliun rupiah per tahun
yang berasal dari Batubara, mi-
nyak dan gas, emas, nikel, tem-
baga, dll. Itu belum termasuk
pendapatan dari sektor kehu-
tanan, kelautan, dll. Nilai ca-
dangan nikel Indonesia, misal-
nya, diperkirakan mencapai 21
juta ton. Terbesar di dunia. Ca-
dangan Batubara kita lebih dari
38,8 miliar ton. Potensi migas
nasional juga masih sangat be-
sar. Nilai ekonomi sektor mi-
neral strategis diperkirakan
mencapai ratusan triliun rupi-
ah per tahun. Data Kementeri-
an ESDM menunjukkan peneri-
maan negara dari minerba saja
pernah menembus lebih dari
Rp 172 triliun dalam setahun.
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Sayangnya, potensi pen-
dapatan ribuan triliun rupiah
per tahun itu lebih banyak dinik-
mati oleh segelintir pengusaha
(swasta atau asing). Rakyat ha-
nya kebagian remah-remahnya
saja. Contoh kecil: bagaimana
PT Freeport selama puluhan ta-
hun menikmati total ribuan tri-
liun rupiah dari tamban emas di
Papua sejak tahun 1960-an hing-
ga saat ini. Di sisi lain, mayoritas
rakyat Papua tetap miskin.

Dengan demikian persoal-
an terbesar negeri ini bukan ka-
rena kekurangan potensi dana,
tetapi salah kelola kekayaan. Ar-
tinya, tanpa menarik dana umat
pun, negara mampu menyejah-
terakan rakyat jika seluruh SDA
dikelola secara benar oleh nega-
ra. Bukan malah sebagian besar
SDA tersebut diserahkan kepa-
da pihak swasta dan asing.

Di sisi lain, dana rakyat
juga banyak dikorupsi. Data In-
donesia Corruption Watch men-
catat potensi kerugian nega-
ra akibat korupsi dalam setahun
(pada tahun 2024 saja) mencapai
Rp 279,9 triliun. Ini korupsi yang
ilegal. Belum termasuk “korupsi
legal” melalui pemberian konse-
si SDA kepada swasta dan asing
dengan royalti kecil, izin pemba-
batan hutan besar-besaran, eks-
por bahan mentah murah, serta
proyek-proyek anggaran raksa-
sa yang manfaatnya tidak seban-
ding dengan biaya. Karena begi-
tu besarnya potensi pendapat-
an dari SDA ini, Prof Dr. Mahfud
MD pernah menyatakan bah-
wa seandainya korupsi di sektor
pertambangan saja bisa dihapus
maka setiap rakyat Indonesia
bisa mendapat Rp 20 juta seti-
ap bulan. la merujuk pada kajian
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yang juga pernah disampaikan
mantan Ketua KPK Abraham Sa-
mad (https://nasional.kompas.
com/read/2023/12/20/06474021/
mahfud-bila-korupsi-tambang-
diberantas-tiap-orang-dapat-rp-
20-juta-sebulan).

Penguasa Haram Memeras
Rakyat

Karena itu betapa zalim-
nya penguasa negeri ini terha-
dap rakyatnya. Sudahlah SDA
milik rakyat dirampas dan dise-
rahkan kepada segelintir pihak
swasta dan asing, rakyat pun
masih diperas lewat aneka pa-
jak, sekarang rakyat juga akan
“diperas” lagi melalui LPDU
yang akan dibentuk oleh Peme-
rintah. Padahal dalam Islam pe-
nguasa adalah ra‘in (pengurus
rakyat) yang wajib menjamin ke-
butuhan mereka. Rasulullah £
telah bersabda:
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Pemimpin (kepala negara) ada-
lah pengurus rakyat dan ia ber-
tanggung jawab atas rakyat
yang dia urus (HR al-Bukhari dan
Muslim).

Artinya, sebagaimana kata
Imam Ibn Hajar al-Asqalani, pe-
nguasa adalah pihak yang wajib
mengurusi seluruh kemaslahatan
dan urusan mereka (Ibnu Hajar,
Fath al-Bari, 13/113).

Dengan demikian pengua-
sa wajib hadir langsung mengu-
rus kebutuhan rakyat: pangan,
kesehatan, pendidikan, keaman-
an dan lapangan kerja. Bukan
justru memindahkan beban itu
kembali kepada rakyat.

Para ulama juga menegas-
kan besarnya tanggung jawab
pemimpin. Imam al-Mawardi

berkata:
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Imamah/Khilafah (kepemimpin-
an negara) ditegakkan untuk me-
lanjutkan fungsi kenabian dalam
menjaga agama dan mengatur
urusan dunia (Al-Mawardi, Al-
Ahkam as-Sulthéaniyyah, him. 15).

Artinya, selain menjaga
agama (Islam), penguasa waijib
memastikan urusan hidup rak-
yatnya berjalan baik. Karena
itu dalam Islam rakyat tidak bo-
leh dibiarkan menanggung aki-
bat buruk dari salah urus pengu-
asa. Sebaliknya, penguasalah
yang kelak pertama kali dimin-
tai pertanggungjawaban di ha-
dapan Allah SWT atas setiap pe-
rut yang lapar, setiap kebutuhan
yang terabaikan dan setiap ke-
kayaan publik yang jatuh ke ta-
ngan segelintir orang.

Sejarah Kekhilafahan Islam
menunjukkan bagaimana prin-
sip ini dijalankan secara nyata.
Para khalifah pada masa lalu sa-
ngat memahami bahwa jabatan
bukan sebagai kehormatan, te-
tapi amanah yang amat berat.
Khalifah Umar bin al-Khaththab
ra., misalnya, pernah memikul
sendiri gandum di pundaknya
pada malam hari untuk diberi-
kan kepada seorang ibu miskin
yang anak-anaknya menangis
kelaparan. Ketika ajudannya
menawarkan bantuan, Khalifah
Umar berkata, "Apakah eng-
kau akan memikul dosaku pada
Hari Kiamat?" (Ibnu Katsir, Al-
Biddyah wa an-Nihayah, 7/131).

Ini bukan simbolisme. Ini
menunjukkan bahwa pemimpin
dalam Islam memandang lapar
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rakyat sebagai tanggung jawab
langsung dirinya.

Karena itulah, pada masa
Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia
berusaha keras menyejahtera-
kan rakyatnya, dan ia berhasil.
Pada masanya, kesejahteraan
rakyat bahkan mencapai tingkat
luar biasa. Disebutkan bahwa
petugas zakat sampai kesulitan
mencari penerima zakat karena
hampir tidak ada lagi yang ber-
hak menerimanya (Adz-Dzahabi,
Siyar A‘lam an-Nubald’, 5/132).

Ini terjadi karena pada
masa Khalifah Umar bin Abdul
Aziz, distribusi kekayaan berja-
lan adil, korupsi diberantas, pe-
jabat hidup sederhana (yang
dicontohkan oleh beliau sendiri
dan keluarganya) dan Baitul Mal
(Kas Negara) benar-benar dike-
lola untuk rakyat.

Solusi Islam

Agar negara tidak terbe-
bani terus-menerus oleh tekan-
an fiskal, juga agar rakyat tidak
terus-menerus diperas untuk
menanggung pembiayaan pe-
ngelolaan negara yang seharus-
nya menjadi tanggung jawab ne-
gara, maka Islam memberikan
solusi yang tegas.

Pertama: Harta kekayaan
tidak boleh berputar di kalang-
an tertentu saja. Allah SWT te-
gas menyatakan:
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Agar harta itu jangan hanya ber-
edar di antara orang-orang kaya
saja di antara kalian (TQS al-
Hasyr [59]: 7).

Artinya, kata Imam al-Qur-
tubi, agar kekayaan tidak dimo-
nopoli orang-orang kaya tan-
pa sampai kepada orang-orang

miskin (Al-Qurthubi, Al-Jami’ li
Ahkéam al-Qur'an, 18/16).

Karena itu seluruh sumber
daya alam strategis, misalnya,
wajib dikelola oleh negara untuk
kepentingan rakyat. SDA haram
diserahkan kepada segelintir pi-
hak swasta apalagi asing. Rasul-
ullah €% tegas menyatakan:
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Kaum Muslim berserikat dalam

tiga hal: air, padang rumput dan
api (HR Abu Dawud).

Dalam ‘Awn al-Ma‘bid di-
sebutkan bahwa kata api men-
cakup seluruh sumber energi
(‘Awn al-Ma‘bad, 9/186).

Karena itu tambang seper-
ti migas, listrik dan energi, mi-
salnya, tidak boleh diserahkan
kepada korporasi swasta/asing.

Kedua: Efisiensi peja-
bat negara. Dalam Islam, pe-
nguasa seharusnya hidup se-
derhana. Bukan malah berme-
wah-mewahan. Apalagi saat
rakyatnya masih banyak yang
miskin. Inilah yang ditunjukkan,
antara lain, oleh Khalifah Umar
bin al-Khaththab ra. yang meno-
lak kemewahan. Dengan demiki-
an negara tidak dibebani untuk
menyediakan fasilitas berlebih-
an bagi para pejabatnya.

Ketiga: Korupsi harus di-
berantas habis. Sebabnya, ko-
rupsi jelas haram. Allah SWT
berfirman:
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Janganlah kalian memakan harta
sesama kalian dengan cara batil

(TQS al-Baqarah [2]: 188).

Keempat: Riba wajib diha-
pus. Selain haram secara mutlak
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(QS al-Baqgarah [2]: 275), riba
juga merusak ekonomi karena
menjadikan uang berkembang
tanpa aktivitas riil. Yang jauh le-
bih merusak adalah ketika pela-
ku riba justru negara. Bayang-
kan, sekadar untuk membayar
cicilan bunga utangnya saja, ne-
gara harus mengeluarkan dana
dari APBN setiap tahun tidak ku-
rang dari Rp 500 triliun. Dana
sebesar itu seharusnya bisa di-
gunakan untuk memberikan la-
yanan pendidikan dan kesehat-
an gratis bagi jutaan rakyat se-
cara layak.

Kelima: Penumpukan (pe-
nimbunan) kekayaan harus dice-
gah. Islam menolak kanzul-mal
(penumpukan/penimbunan har-
ta). Allah SWT berfirman:
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Orang-orang yang menimbun
emas dan perak serta tidak me-
nafkahkan keduanya di jalan
Allah, maka beritahukanlah kepa-
da mereka azab yang pedih (TQS
at-Taubah [9]: 34).

Penutup

Karena itu akar persoalan
negeri ini sesungguhnya bukan-
lah kekurangan dana, melain-
kan siapa yang mengelola nega-
ra dan dengan aturan apa nega-
ra dijalankan. Jika pengelola ne-
gara amanah dan mengelola ke-
kayaan negara sesuai dengan
tuntutan syariah Islam, kekaya-
an negeri ini lebih dari cukup un-
tuk memenuhi kebutuhan selur-
uh rakyat.

WallLdhu a’lam bi ash-
shawab. []
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